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Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan oleh mediator pada 
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, hanya mendasarkan pada cara mediasi, hal 
ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu: a) adanya pihak-pihak (2 orang 
atau lebih); b) tujuan yang berbeda, yakni pihak yang satu menghendaki kepada pihak 
yang lain bersikap sesuai dengan yang dikehendakinya; c) pihak yang lain menolak 
keinginan tersebut atau keinginan tidak dapat dipersatukan. Mediasi yang dilakukan 
antara PT.Bati dengan karyawan berhasil dan menghasilkan kesepakatan perdamaian, 
para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan 
yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Surat Kesepakatan 
Berasama pada tanggal 31 Oktober 2017 telah melakukan perundingan dan mencapai 
kesepakatan bahwa kedua belah pihak PT.BATI dengan karyawan telah sepakat 
membuat kesepakatan bersama Hal ini sebagaimana Pasal 7 Undang-undang No. 2 
Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indsutrial. Perlindungan 
hukum yang diberikan oleh PT. Bati kepada karyawan terkain pemutusan hubungan 
kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa 
perlindungan yang diberikan yaitu: a) Pengusaha dapat melakukan pemutusan 
hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila 
pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya 
dibayar penuh oleh pengusaha. Hal ini di dasarkan pada Pasal 167 ayat 1 Undang-
undang No, 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; b) Pemutusan Hubungan Kerja 
diatur dalam Undang-undang No, 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang 
yaitu; Uang pesangon, diatur pada Pasal 156 Ayat (1) Dalam hal terjadi pemutusan 
hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang 
penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. 
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Settlement of industrial relations disputes conducted by mediators at the Sragen 
Regency Manpower Office, only based on the method of mediation, this is in 
accordance with Article 1 number 1 of Law No. 2 of 2004 concerning the Settlement 
of Industrial Relations Disputes, namely: a) the existence of parties (2 people or 
more); b) different goals, namely one party wants the other party to behave according 
to what he wants; c) the other party rejects the desire or the desire cannot be united. 
Mediation conducted between PT. Bati with employees succeed and produce a peace 
agreement, the parties with the help of mediators must formulate in writing the 
agreement reached and signed by the parties and mediators. The Joint Agreement 
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Letter on October 31, 2017 has held negotiations and reached an agreement that both 
parties PT. BATI with employees has agreed to make a collective agreement on this 
as Article 7 of Law No. 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations 
Disputes. Legal protection provided by PT. Offer to employees the termination of 
employment in accordance with applicable laws and regulations. Some of the 
protection provided is: a) Employers can terminate employment for workers / laborers 
because they are entering the age of retirement and if the employer has included 
workers in a pension program whose contributions are paid in full by the 
employer.This is based on Article 167 paragraph 1 of Law No, 13 of 2003 concerning 
Manpower; b) Termination of Employment Relations is regulated in Law No. 13 of 
2003 concerning Manpower which is; Severance pay, regulated in Article 156 
Paragraph (1) In the event of termination of employment, the employer is obliged to 
pay severance pay and or work period awards and compensation rights that should be 
received. 
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1. LATAR BELAKANG 
perintah.1 Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang 
terjadi setelah adanya perjanjian kerja. 
 Pengusaha dan pekerja secara filosofis mempunyai kepentingan yang sama, yaitu 
kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan. Pengusaha dalam meningkatkan 
kinerja perusahaannya agar produktivitas terjaga membutuhkan jasa dan kinerja 
 
Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa Negara memberikan jaminan kepada setiap 
warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan. Hal ini menyatakan bahwa perekonomian negara dibantu pada aspek 
ketenagakerjaan. 
 Pasal 1 angka 14 UU No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan 
tentang perjanjian kerja, yaitu; perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau 
pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Pasal 
1 angka 15 menjelaskan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan 
pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan 
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positif pekerja. Demikian halnya pekerja membutuhkan upah dan insentif dari 
pengusaha sebagai output kinerjanya.  
 Realita yang terjadi hubungan antara pengusaha dengan pekerja tidak selalu 
berjalan mulus, terkadang bersifat situasional. Hal ini dikarenakan tidak ada akses 
informasi yang diterima oleh pekerja terkait transparansi. Pekerja sebagai pihak yang 
dirugikan biasanyamengalami pemutusan hubungan kerja (PHK),selain itu tidak 
diberikannya uang insentif, terlambatnya pembayaran uang pesangon.2 
 Surat Keputusan No. 039/BATI/ HRD & GA/SK/X/2017 terjadi pemutusan 
hubungan kerja oleh PT. Bintang Asahi Textile Industri kepada salah satu staffnya 
dengan sattus jabatan driver atau sopir. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan 
PT. Bintang Asahi Textile Industri tanpa melakukan proses mediasi. Dasar dari 
dikeluarkan pemutusan hubungan kerja tersebut adalah pelanggaran perjanjian kerja 
yang tertuang pada Pasal 29 tata tertib perusahaan nomor 3 kelompok C huruf (i) dan 
Pasal 4 kelompok D huruf (j). 
 Pencegahan dilakukan agar dampak dari perselisihan industrial tidak semakin 
meluas, maka harus dilakukan penyelesaian yang bersifat komprehensif. UU No. 2 
Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indsutrial (PPHI) 
menegaskan bahwa perselisihan hubungan inddsutrial dapat diselesaikan dengan 
menempuh mekanisme; a) penyelesaian hubungan industrial di luar pengadilan dan; 
b) penyelesaian melalui pengadilan. 
 Penyelesaian perselisihan industrial diluar pengadilan dilakukan dengan 
mekanisme; 
a. Biparte 
Pasal 1 angka 10 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial memberikan penyelesaian sengketa buruh dan tenaga kerja 
berdasarkan musyawarah mufakat dengan mengadakan asas kekeluargaan antara 
buruh dan majikan.3 Lembaga Biparte merupakan forum komunikasi, konsultasi 
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dan musyawarah ydengan beranggotakan pengusaha dan pekerja. Penyelesaian 
melalui biparte dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dijelaskan 
pada Pasal 3 sampai 7. 
b. Mediasi 
Pasal 8 sampai 16 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial menjelaskan bahwa mediasi merupaka penyelesaian 
perelisihan hak, kepentingan, hubungan kerja dan perselisihan antar serikat 
pekerja melalui satu perusahaan secara musyawarah yang ditengahi oleh seorang 
atau lebih mediator netral.4 Mediator berperan sebagai pihak yang netral, hanya 
mendengarkan, mengusulkan dan menasehati kedua pihak yang berselisih. 
Keputusan diserahkan semuanya kepada pihak yang berselisih. 
konsoliator.5 
d. Arbitrase 
UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
menjelaskan bahwa arbitrase adalah media perselisihan kepentingan serikat 
pekerja dan pengusaha dalam suatu perusahaan, dengan kesepakatan tertulis dari 
pihak yang berselisih lalu diserahkan kepada arbiter yang putusannya bersifat 
mengikat dan final.6 
 Surat Keputusan No. 039/BATI/ HRD & GA/SK/X/2017 tentang pemutusan 
hubungan kerja oleh PT. Bintang Asahi Textile Industri kepada pekerjanya tidak 
menjelaskan mengenai hak-hak pekerja setelah di PHK. Hal ini bertentangan dengan 
Psasl 154 yang menjelaskan bahwa permohonan ijin PHK hanya dikeluarkan jika 
 
c. Konsiliasi 
UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
menjelaskan bahwa konsiliasi merupakan penyelesaian perselisihan kepentingan, 
pemutusan hubungan kerja, perselisihan antara serikat kerja dalam sebuah 
perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih 
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dalam perundingan antara pengusaha dan pekerja mengalami kegagalan. Selain itu, 
SK dari PT. Bintang Asahi Textile Industri bertentangan dengan Pasal 156 Ayat (2) 
UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa setiap pekerja yang di PHK 
maka perusahaan memberikan uang pesangon. 
 Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 
mengetahui seberapa jauh penyelesaian Perselisihan Perburuhan melalui Mediasi di 
Kabupaten Sragen, melalui penelitian dengan judul : “HUKUM DAN TENAGA 
KERJA : STUDI TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI PADA DINAS TENAGA 
KERJA DAN TRANSMIGRASI  KABUPATEN SRAGEN”. 
 Berdasarkan Latar Belakang di atas dan untuk mengetahui permasalahan apa yang 
akan diteliti, serta untuk memudahkan mengkaji secara rinci, maka dalam penelitian 
ini penulis membuat Rumusan Masalah, sebagai berikut : a) Bagaimanakah pola-pola 
penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial yang dilakukan oleh mediator pada 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen?;b) Bagaimanakah 
perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam  penyelesaian perselisihan 
Hubungan Industrial yang dilakukan oleh mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Sragen? 
 
2. METODE 
Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan 
pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan, sebagai 
norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat 
negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, 
terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat.  Oleh karena itu 
pengkajian yang dilakukan, hanyalah ”terbatas” pada peraturan perundang-undangan 
(tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti. Dari berbagai jenis metode 
pendekatan yuridis normatif yang dikenal, penulis memilih bentuk pendekatan 
normatif yang berupa, inventarisasi  peraturan perundang-undangan dan penemuan 
hukum in-concreto.    
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 Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud 
menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang 
diteliti, yaitu pola-pola penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial yang 
dilakukan oleh mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 
Sragen dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam  penyelesaian 
perselisihan Hubungan Industrial yang dilakukan oleh mediator pada Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen? 
 
Bahwa pola penyelesaian perselisihan yang melibatkan PT. Bati dan Karyawan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan 
pada Pasal 136 UU No.13 Tahun 2003 bahwa penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat 
pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian 
secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja 
atau serikat pekerja menyelesaiakan perselisihan hubungan industrial melalui 
prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan 
undang-undang 
 Para pihak yang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial yaitu 
antara PT.  Bati dengan karyawan terkait dengan pemutusan  hubungan kerja 
sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka dapat diberikan kesimpulan 
mengenai perselisihan atau konfilk hubungan indsutrial, yaitu:7 a) adanya pihak-
pihak (2 orang atau lebih); b) tujuan yang berbeda, yakni pihak yang satu 
    3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pola-pola penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial yang dilakukan oleh 




menghendaki kepada pihak yang lain bersikap sesuai dengan yang 
dikehendakinya; c) pihak yang lain menolak keinginan tersebut atau keinginan 
tidak dapat dipersatukan. 
 Langkah awal yang dilakukan sebelum mediasi dimulai yaitu pihak yang 
berselisih antara PT. Bati dengan karyawan terkait pemutusan hubungan kerja 
mencatatkan perselisihannya pada Dinas Tenaga Kerja yang disertai dengan 
pengaduan. Perundingan bipartit diselesaikan dengan jangka waktu paling lama 
30 hari kerja sejak perundingan tersebut di mulai. Setelah menerima laporan 
perselisihan pemutusan hubungan kerja, mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 
Sragen melakukan penelitian berkas perselisihan dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja. Pemanggilan dilakukan dalam waktu 1 (satu) 
minggu). Panggilan tersebut dalam bentuk surat undangan untuk hadir dalam 
proses mediasi.  
 Pada proses mediasi, mediator berhak meminta dokumen yang diperlukan 
untuk kelancaran jalannya mediasi. Selain itu, mediator juga berhak 
mendatangkan saksi atau saksi ahli untuk dimintai keterangannya pada saat 
sidang mediasi berlangsung. Akan tetapi dalam praktiknya, mediator pada Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten Sragen tidak pernah mendatanggkan saksi-saksi karena 
belum ditetapkannya Keputusan Menteri mengenai besarnya biaya transportasi 
dan akomodasi, sehingga mengakibatkan tidak adanya anggaran untuk mrmbiayai 
transportasi dan akomodasi saksi-saksi. 
 Proses mediasi dilakukan oleh kedua belah pihak yang diatur oleh 
mediator. Pengaturan mengenai proses mediasi diatur di dalam Pasal 6 PERMA 
Nomor 1 Tahun 2008 yang berbunyi “proses mediasi pada asasnya tertutup 
kecuali para pihak menghendaki lain”. Di dalam proses mediasi di Pengadilan 
dengan mediasi tertutup oleh umum maupun mediasi terbuka untuk umum atas 
persetujuan para pihak dapat menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian yang 
berarti mediasi berhasil ataupun tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian 
yang berarti mediasi gagal. Proses mediasi gagal ini berarti jika batas waktu 
maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
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(3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab 
yang terkandung di dalam Pasal 15, mediator wajib menyatakan secara tertulis 
bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. 
 Mediasi berhasil berarti jika mediasi menghasilkan kesepakatan 
perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara 
tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan 
mediator. Dengan berhasilnya mediasi tersebut kedua belah pihak yang 
bersengketa sama-sama menyetujuai dengan sukarela mengakhiri persengketaan. 
Persetujuan ini harus datang dari keinginan kedua belah pihak. Artinya, 
persetujuan itu bukan kehendak sepihak atau kehendak hakim.8 Jika dalam sidang 
mediasi tercapai kesepakatan, maka mediator membuatkan perjanjian bersama 
yang memuat pernyataan para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban 
bilamana terjadi pemutusan hubungan kerja, Perjanjian bersama tersebut 
ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Sragen yang menengahi proses penyelesaian perselisihan pemutusan 
hubungan kerja. 
      3.2 Pertimbangan Hukum Mediator 
Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial merupakan penyelesaian perselisihan hak, 
perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan 
perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan 
melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. 
 Mediator pada perselisihan hubungan industrial antara PT. Bati dengan 
karyawan merupakan pegawai instansi pemerintah yaitu Dinas Tenga Kerja 
Sragen yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat 
sebagai mediator yang ditetapkan oleh menteri untuk bertugas melakukan mediasi 
dan mempunyai kewajiban memberikan anjarana tertulis kepada para pihak yang 
berselisih untuk meyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, 
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perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja atau 
serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.9 
 Mediator sebagai pihak yang berkedudukan independen dalam 
pertimbangannya hanya mendengar permasalahan hukumnya atau objek 
hukumnya. Penyelesaian perselisihan melalui mediasi meliputi penyelesaian 
perselisihan Pasal 1 butir 11 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubngan 
Indsutrial: a) hak,b) kepentingan; c) PHK, dan; d) perselisihan antar SP/SB dalam 
satu perusahaan. Penyelesaian melalui mediasi dilakukan dengan musyawarah 
yang ditengahi oleh seorang/para konsiliator yang netral. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, bahwa pemutusan hubungan 
kerja karyawan atas nama Sukiman, Andri Sutarno, dan Purnomo didasarkan atas 
pelanggaran tata tertib perusahaan sebagaimana dijelaskan pada; Pasal 29 Sanksi 
Pelanggaran Tata Tertib Perusahaan Nomor 3 Kelompok C huruf (I) Perjanjian 
Kerja Bersama PT. Bintang Asahi Textil Industri: Melakukan perbuatan 
mengabsenkan teman kerja atau diabsenkan teman kerja. Sanksi Pelanggaran Tata 
Tertib Perusahaan Nomor 4 Kelompok D huruf (j) Perjanjian Kerja Bersama PT. 
Bintang Asahi Textil Industri yaitu; Menolak atau tidak menjalankan perintah 
atasan. 
      3.3 Putusan Mediator 
Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen menindaklanjuti permaslahan 
tersebut dengan memanggil para pihak yang berselisih untuk menghadiri sidang 
mediasi I. Pada Sidang mediasi I kedua belah pihak yang berselisih sudah 
menemui kata sepakat dengan Hasil Perjanjian Bersama (PB). Pada tanggal 6 
November 2017 telah melakukan perundingan dan mencapai kesepakatan sebagai 
berikut: sesuai dengan perhitungan masa kerja, maka pesangon pemutusan 
hubungan kerja untuk masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan perjanjian kerja bersama. 
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 Berdasarkan kesepakatan antar pihak pertama dan pihak kedua, maka 
pesangon yang diterima masing-masing sebesar Rp/ 26.175.582 (dua puluh enam 
juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah). 
Pembayaran dilakukan secara tunai (tidk diangsur) dan dibayarkan paling lambat 
tanggal 13 November 2017.10 
 Mediasi berhasil berarti jika mediasi menghasilkan kesepakatan 
perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara 
tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan 
mediator. Dengan berhasilnya mediasi tersebut kedua belah pihak yang 
bersengketa sama-sama menyetujuai dengan sukarela mengakhiri persengketaan. 
Persetujuan ini harus datang dari keinginan kedua belah pihak. Artinya, 
persetujuan itu bukan kehendak sepihak atau kehendak hakim.11 
Pasal 130 ayat (2) HIR berbunyi; “jika perdamaian yang demikian itu dapat 
dicapai maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, 
dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat 
itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan biasa”. 
kesepakatan penyelesaian, maka dibuat Perjanjian Bersama yang 
ditandatangani oleh para pihak. 
b. Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikat dan 
menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak. 
      3.4 Kesepakatan Bersama 
Surat Kesepakatan Berasama pada tanggal 31 Oktober 2017 telah melakukan 
perundingan dan mencapai kesepakatan bahwa kedua belah pihak PT.BATI 
dengan karyawan telah sepakat membuat kesepakatan bersama Hal ini 
sebagaimana Pasal 7 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Indsutrial, menjelaskan bahwa: 
a. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mencapai 
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c. Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan 
oleh para pihak yang melakukan perjanjian pada Pengadilan Hubungan 
Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan 
Perjanjian Bersama. 
d. Perjanjian Bersama yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
diberikan akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama. 
e. Apabila Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat 
(4) tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat 
mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial 
pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk 
mendapat penetapan eksekusi. 
atau konfilk hubungan indsutrial, yaitu:12 a) adanya pihak-pihak (2 orang atau 
lebih); b) tujuan yang berbeda, yakni pihak yang satu menghendaki kepada pihak 
yang lain bersikap sesuai dengan yang dikehendakinya; c) pihak yang lain 
menolak keinginan tersebut atau keinginan tidak dapat dipersatukan. 
 Pertimbangan Mediator sebagai pihak yang berkedudukan independen 
dalam pertimbangannya hanya mendengar permasalahan hukumnya atau objek 
hukumnya. Penyelesaian perselisihan melalui mediasi meliputi penyelesaian 
perselisihan Pasal 1 butir 11 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubngan 
Indsutrial: a) hak,b) kepentingan; c) PHK, dan; d) perselisihan antar SP/SB dalam 
      3.5 Kesimpulan 
Kesimpulan dari Pola-pola penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial yang 
dilakukan oleh mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen adalah 
bahwa proses pendaftaran penyelesaian secara Bipartit yang dilakukan  pihak PT. 
Bati dan Karyawan terkait dengan pemutusan hubungan kerja sesuai Pasal 1 
angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial maka dapat diberikan kesimpulan mengenai perselisihan 
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satu perusahaan. Penyelesaian melalui mediasi dilakukan dengan musyawarah 
yang ditengahi oleh seorang/para konsiliator yang netral. 
 Mediasi yang dilakukan antara PT.Bati dengan karyawan berhasil dan 
menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator 
wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani 
oleh para pihak dan mediator. Dengan berhasilnya mediasi tersebut kedua belah 
pihak yang bersengketa sama-sama menyetujuai dengan sukarela mengakhiri 
persengketaan. 
 Surat Kesepakatan Berasama pada tanggal 31 Oktober 2017 telah 
melakukan perundingan dan mencapai kesepakatan bahwa kedua belah pihak 
PT.BATI dengan karyawan telah sepakat membuat kesepakatan bersama Hal ini 
sebagaimana Pasal 7 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Indsutrial. 
Perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam  penyelesaian 
perselisihan Hubungan Industrial yang dilakukan oleh mediator pada Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten Sragen 
3.6 Pernyataan 
Perlindungan hukum yang diberikan oleh karyawan yang mengalami pemutusan 
hubungan kerja dalam perjanjian hubungan industrial adalah dalam bentuk hak 
berupa upah penyelesaian masalah yang melibatkan pengusaha dengan karyawan. 
Pemberian upah oleh PT.Bati kepada karyawan dikarenakan dilakukan 
pemutusan hubungan kerja sesuai dengan perhitungan masa kerja maka pesangon 
pemutusan hubungan kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan dan perjanjian kerja bersama, yaitu:  a) Andri: Rp 29.150.862; b) 
Sukima : Rp 28.677.982; c) Purnomo : Rp 27.761.609 
 Pemberian upah yang  dilakukan oleh PT. Bati kepadakaryawan 
sebagaimana dijelaskan pada Pasal 88 sampai Pasal 98 Undang-undang No. 13 
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan juag diatur dalam 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja yakni Kepmen No.49/MEN.IV/2004 tentang 
Ketentuan Struktur dan Skala Upah. 
13 
 
 Hak-hak dasar pekerja harus dilindungi karena telah diatur berdasarkan 
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan. Bagi yang melanggar tentu 
akan diberi macam-macam hak-hak dasar pekerja atau buruh yang harus 
dilindungi diantaranya diatur pada Pasal 88 sampai Pasal 98 Undang-undang No. 
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan juag diatur dalam 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja yakni Kepmen No.49/MEN.IV/2004 tentang 
Ketentuan Struktur dan Skala Upah. Kompensasi PHK diatur dalam Undang-
undang No, 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang terdiri dari 4 (empat) 
macam kompensasi; 
a. Uang pesangon, diatur pada Pasal 156 Ayat (3); 
b. uang penghargaan masa kerja, datur pada Pasal 156 Ayat (3); 
c. uang kerugian, diatur dalam Pasal 156 Ayat (4); 
d. uang pisah, diatur dalam Pasal 162 Ayat (2). 
 Perlindungan para pihak yaitu PT. Bati dan Karyawan dalam perselisihan 
hubungan industrial diselesaikan sesuai dengan Pasal 98 Undang-undang No. 13 
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan prosedur berupa perjanjian kerja 
bersama, dimana dijelaskan pada Pasal 32 a) Bila pekerja ada keluh kesah atau 
kurang puas tentang keadaan tertentu maka diselesaikan secara musyawarah 
dengan tertib dan disampaikan atau dibicarakan melalui atasan langsung baik 
secara lisan maupun tertulis. Atasan langsung menanggapi keluhan tersebut 
paling lama 7 (tujuh) hari; b) Bila belum dapat diselesaikan atasan langsung 
diteruskan kepada jenjang yang lebih tinggi; c) Bila tidak dapat diselesaikan 
juga, maka dilanjutkan melalui SPM PT. BATI untuk dimusyawarahkan secara 
Bipartit. 
3.7 Kesimpulan 
Perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Bati kepada karyawan terkain 
pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Diantaranya terkait dengan upah yang merupakan Hak-hak dasar pekerja 
harus dilindungi karena telah diatur berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 
2003 Ketenagakerjaan. 
 Fungsi utama hubungan indsutrial adalah: a) untuk menjaga kelancaran 
atau peningkatan produksi; b) untuk memelihara dan menciptakan ketenangan 
kerja; c) untuk mencegah dan menghindari adanya pemogokan; d) untuk ikut 
menciptakan serta memelihara stabilitas nasional. 
 Hubungan indsutrial merupakan hubungan antara semua pihak yang 
terkait atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu 
perusahaanm pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam sebuah perusahaan 
terdiri dari; pengusaha atau pemegang saham yang sehari-hari diwakili 
manajemen, para pekerja dan serikat pekerja, para perusahaan pemasok, 
masyarakat konsumen, pengusaha pengguna dan masyarakat sekitar. Selain 
stakeholder tersebut, para pelaku hubungan indsutrial atau pengacara, para 
arbitrator, konsiliator, mediator dan dosen serta hakim-hakim pengadilan 
hubungan industrial.13 
 
dilakukan oleh mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen 
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan oleh mediator pada 
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, hanya mendasarkan pada cara mediasi, hal 
ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu: a) adanya pihak-pihak (2 orang 
atau lebih); b) tujuan yang berbeda, yakni pihak yang satu menghendaki kepada pihak 
yang lain bersikap sesuai dengan yang dikehendakinya; c) pihak yang lain menolak 
keinginan tersebut atau keinginan tidak dapat dipersatukan. 
a. Subjek hukum dalam medaisi adalah  





4.1.1 Pola-pola penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial yang 
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Pengusaha menurut Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 2 Tahun 
2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 
2) Karyawan 
Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial. 
3) Dinas Tenaga Keja Kabupaten Sragen selaku mediator 
Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial. 
b. Obyek perselesihan yang di mediasi adalah Pemutusan Hubungan Kerja yang 
dilakukan PT. Bati selaku perusahaan kepada karyawan  hal ini sesuai dengan 
Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial.  
 Mediasi yang dilakukan antara PT.Bati dengan karyawan berhasil dan 
menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib 
merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para 
pihak dan mediator. Dengan berhasilnya mediasi tersebut kedua belah pihak yang 
bersengketa sama-sama menyetujuai dengan sukarela mengakhiri persengketaan. 
 Surat Kesepakatan Berasama pada tanggal 31 Oktober 2017 telah melakukan 
perundingan dan mencapai kesepakatan bahwa kedua belah pihak PT.BATI dengan 
karyawan telah sepakat membuat kesepakatan bersama Hal ini sebagaimana Pasal 7 
Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Indsutrial. 
Perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Bati kepada karyawan terkain 
pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Beberapa perlindungan yang diberikan yaitu: 
a. Hak Pengusaha 
4.1.2 Perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam  penyelesaian 
perselisihan Hubungan Industrial yang dilakukan oleh mediator pada Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten Sragen 
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Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh 
karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan 
pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh 
pengusaha. Hal ini di dasarkan pada Pasal 167 ayat 1 Undang-undang No, 13 
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
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b. Kompensasi PHK  
Diatur dalam Undang-undang No, 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang 
yaitu; Uang pesangon, diatur pada Pasal 156 Ayat (1) Dalam hal terjadi 
pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan 




Diharapkan kedepannya, pihak serikat buruh ikut berpartisipasi lebih aktif dalam 
menyelesaikan persoalan antara perusahaan dengan karyawan jika terjadi sengketa. 
 Diharapkan kedepannya pihak perusahaan lebih ketat dalam menerapkan aturan 
sehingga karyawan tidak melakukan pelanggaran baik yang bersifat teknis maupun  
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